nawaja

Edisi 05, Vol.09 I

Regulasi Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak Buruh di Indonesia

Jurnal Integritas:

* Systematic literature review: Implementasi insersi nilai antikorupsi
di sekolah dan perguruan tinggi

* Hak imunitas bagi pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
Sebuah model usulan

Koleksi Buku Bulan Ini:

* Perlindungan Konsumen : Melalui Arbitase di Indonesia

*  Hukum Adat I: Konsep, Sejarah, Perkembangan, dan
Perlindungannya di Indonesia

«  Hukum Adat 2 Konsep, Teori, dan Penetapan Hukum Adat
di Indonesia

+ Tata Kelola Keuangan Perspektif Hukum Dasar dalam
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

« Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi

«  Mengawal Demokrasi Konstitusional

n Antikorupsi KPK

,12940



Regulasi Ketenagakerjaan dan Perlindungan

Hak Buruh di Indonesia

Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan
Hak-hak Konstitusional Pekerja/Buruh di Indonesia e

Seiring berjalannya waktu, regulasi ketenagakerjaan di
Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang
mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial
yoang ada. Regulasi ini terus beradaptasi untuk
menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Setiap
periode membawa perubahan baru yang berupaya
meningkatkan kesejahteraan buruh dan menyesuaikan
dengan perkembangan global, memastikan bahwa
hak-hak dan atau kewenangan  pekerja/Buruh
terpenuhi dan terlindungi dalam berbagai kondisi.

Memasuki era Orde Baru, pemerintah memusatkan
perhation pada pembangunan  ekonomi  dan
industrialisasi. Regulasi ketenagakerjoan diperketat
untuk menciptakan stabilitas dan menarik investasi
asing. Salah satu produk hukum penting pada masa ini
adalah  Undang-Undang No. 14 Tahun 1969
tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Mengenai
Ketenagakerjaan. Namun, kebebasan berserikat dan
hak-hak buruh lainnya sering kali dikendalikan secara
ketat demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi.
Selanjutnya, era reformasi membawa perubahan besar
dalom regulasi  ketenagakerjoan  di  Indonesia.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjoan menjadi salah satu produk hukum
terpenting yang memberikan perlindungan
komprehensif bagi buruh, termasuk hak untuk berserikat,
berunding, dan mendapatkan upah yang layak. Di era
modern, regulasi ketenagakerjoan di Indonesia terus

menghadapi berbagai tantangan baru.

Perkembangan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia
mencerminkan perjalanan  panjang dalam  upaya
melindungi hak-hak buruh. Meskipun banyak kemajuan
yang telah dicapai, tantangan terus muncul seiring
dengan perkembangan zaman. Karena itu, dibutuhkan
komitmen yang kuat dari pemerintah, pengusaha, dan
buruh sendiri untuk terus memperjuangkan regulasi
yang adil dan manusiawi. Hanya dengan demikian,

perlindungan hak-hak buruh dapat terjomin dalam
menghadapi berbagai dinamika masa depan.

Buku "Perkembangan Hukum Ketenagakerjoan dan
Perlindungan Hak-hak Konstitusional Pekerja/Buruh di
Indonesia” merupakan sebuah karya yang dituliskan
oleh Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H, M.Hum menyajikan
analisis mendaloam tentang perkembangan hukum
ketenagakerjaan di  Indonesia dan dampaknya
terhadap perlindungan hak-hak konstitusional pekerja.
Menggunakan pendekatan yang sistematis  dan
komprehensif, buku ini menguraikan perkembangan
regulasi ketenagakerjaoan dari masa kolonial hingga era
modern. Buku ini lebih berfokus pada konteks Indonesia,
dengan sedikit referensi pada praktik internasional yang
bisa memperkaya analisis. Dibalik kekurangan dan
kelebihan pada buku ini, buku ini sangat layak untuk
dibaca oleh semua kalangan. Mau tau lebih dalam
tentang buku ini? Temukan buku ini di Perpustakaan KPK!
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Koleksi
Bulan Ini!

Perlindungan
Konsumen

Melalui Arbitrase

Perlindungan Konsumen : di Indonesia

Melalui Arbitase di Indonesia

Memberikan  pemahaman  mengenai  konsep
perlindungan konsumen dan penyelesaian
sengketanya, terutama melalui jalur arbitrase di
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan

juga membahas Putusan Mahkamah Konstitusi
terkait dengan pembatalan putusan arbitrase.

ugkum Adat 1

Sejarah, Perkembangan, dan
Perlindungannya di Indonesia

Hukum Adat 1: Konsep, Sejarah, EER
Perkembangan, dan Perlindungannya 3
di Indonesia

Menguraikan konsep-konsep dasar hukum adat
beserta sifatnya yang khas, dilengkapi dengan uraian
historis perkembangan hukum adat dari masa ke
masa serta dasar hukum dan pengakuan i )
keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Hulum Adat 2

Hukum Adat di Indonesia

Hukum Adat 2 Konsep, Teori, dan
Penetapan Hukum Adat di Indonesia

Menjelaskan tentang sistem kekerabatan yang dianut
masyarakat hukum adat di Indonesia serta
menguraikan pula akibat hukum dari masing masing
sistem kekerabatan bagi pengaturan bidang hukum

lainnya.



Tata Kelola
Keuangan

Pesspeketif Hukum Dasar dalam Huburgan Kesangan
Pemorintah Musst dan Daerb

Pancasila

— BALANPUTINAN ———

MAHKAMAH KONSTITUSI
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Tata Kelola Keuangan Perspektif Hukum
Dasar dalam Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah

Menjelaskan tentang upaya mengurangi
ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan
antardaerah setelah berlakunya sistem otonomi
daerah seperti menekankan penguatan otonomi
daerah dalam pengelolaan pajak, administrasi, dan
anggaran untuk meningkatkan pelayanan.

Pancasila Dalam
Putusan Mahkamah Konsitusi

Karya ini berisi analisa terhadap beberapa Putusan
MK yang menggunakan Pancasila sebagai salah satu
dasar pertimbangan memutus permasalahan
konstitusional yang menjadi kewenangan MK.

Mengawal Demokrasi Konstitusional

Literatur ini menggambarkan bagaimana setiap
hakim diberi kebebasan berpendapat dalam
menerapkan Penemuan Hukum  (rechtsvinding)
namun senatiasa tetap dalam koridor hukum acara
yang berlaku seperti diatur dalam Undang-Undang
MK maupun Peraturan MK.
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